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Mahkamah Konstitusi Melanggar 

Tahapan Persidangan 
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Tahun 2022, DPD (Pemohon I) dan Partai Bulan Bintang 

(PBB/Pemohon II) melalui kuasa hukumnya INTEGRITY Law 

Firm kembali menguji terkait dengan Presidential Threshold 

ke Mahkamah Konstitusi (MK) 



PUTUSAN YANG MENGECEWAKAN 
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Terhadap Pemohon I (DPD), MK menyatakan permohonan tidak dapat 

diterima, karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 

 

Sedangkan, untuk Pemohon II (PBB), setelah melalui ujian legal 

standing dan ne bis in idem, tiba-tiba MK memutus “menolak untuk 

seluruhnya” tanpa melalui pemeriksaan persidangan. 

Putusan MK ini penting untuk dikritisi ! 



Jika Legal Standing (LS) dan Nebis In Idem 

tidak tembus, wajar proses perkara jumping ke 

putusan untuk dinyatakan Niet Ontvankelijke 

Verklaard (N.O). Namun, jika LS dan Nebis In 

Idem (PBB) tembus, maka harusnya sidang 

dilanjutkan ke agenda berikutnya yaitu 

Pemeriksaan Persidangan yang didalamnya ada 

keterangan ahli, saksi, bukti tambahan, dll. 

Disinilah letak kontestasi argumennya. 
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Tahapan Penanganan Perkara dalam PMK 

Nomor 2 Tahun 2021 

MK telah melanggar 

tahapan persidangan 

dalam Peraturan MK 

Nomor 2/2021 yang 

mereka buat sendiri. 
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Pemohon I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Kandas Terganjal “Legal Standing” 



 

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendirian, bahwa yang 
memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 222 UU 7/2017 
adalah (1) Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol peserta 
pemilihan umum (pemilu). (2) perseorangan warga negara yang 
memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta Pemilu.  
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Sayangnya, Pemohon I (DPD) bukan 

merupakan partai politik atau gabungan 

partai politik peserta Pemilu  

Persoalannya, apakah semua perkara 

harus dimulai dengan pembuktian 

kerugian konstitusional? 



 

2 (dua) Model Utama Pengujian Konstitusional yang Berkembang di Dunia 
 

"kerugian nyata" 
diperlukan sebagai 

syarat legal standing. 
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Alexander Hamilton 
Amerika berangkat dari persoalan pelanggaran hak yang 

nyata dialami individu (perkara konkret). Oleh sebab itu, 

Amerika menerapkan persyaratan legal standing bagi pihak 

yang akan berperkara yaitu perkara harus merupakan 

kontroversi atau persengketaan antar pihak (case and 

controversy), yang menimbulkan adanya kerugian nyata 

(injury in fact), keterkaitan persoalan dan kerugian 

(causality), serta adanya kesembuhan bagi Pemohon (legal 

remedy/redressability). 

Hans Kelsen 

Berbeda dengan Amerika, model Eropa yang dipelopori 

oleh Hans Kelsen berangkat dari pendekatan yang lebih 

mengedepankan penjagaan tertib hukum (legal order). 

Sebab, perselisihan hukum dengan prinsip-prinsip 

bernegara dapat dirasa terjadi meski belum 

menimbulkan kerugian nyata. Artinya, perkara masih 

berupa hipotesa dan kerugiannya berpotensi akan 

terjadi (perkara abstrak). 

 

Perkara Abstrak Perkara Konkret 
Tidak perlu "kerugian 
nyata" sebagai syarat 

legal standing. 

Source: The Federalist Paper 1878  
https://bensguide.gpo.gov/m-federalist-papers-1787-1788 



Perbedaan antara perkara abstrak dan konkret 
akan membawa konsekuensi yang berbeda. 

Sayangnya, perbedaan tersebut 
tidak tergambar baik di Indonesia. 
Hal ini menimbulkan kerancuan 
pada pengaturan tentang syarat 
legal standing bagi pihak yang 
akan berperkara, padahal syarat 
legal standing menjadi pintu 
masuk bagi pemohon untuk 
dapat dilanjutkan ke pemeriksaan 
substansi perkaranya atau tidak. 
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Melindungi kepentingan-

kepentingan daerah 

Menyuarakan aspirasi rakyat dari 

tingkat daerah ke tingkat nasional 

Memajukan dan memperjuangkan secara 

kolektif kepentingan putra-putri daerah 

untuk membangun masyarakat, bangsa, 

dan negara, termasuk untuk membuka 

akses seluas-luasnya dalam pencalonan 

presiden dan wakil presiden. 

Kedudukan Hukum (Legal Standing) DPD dalam 
Putusan MK 52/PUU-XX/2022: Mewakili 
kepentingan masyarakat umum di daerah 



 
 

Syarat yang diatur dalam Pasal 51 UU 24/2003 MK dan 
penjabarannya dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 mirip 

seperti Model Amerika untuk perkara konkret, bahwa pemohon 
harus membuktikan kerugian konstitusionalnya. 

 
 

Bagaimana dengan Presidential 
Threshold, apakah masuk dalam 
kategori perkara konkret atau 

abstrak? 
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Sedangkan untuk perkara abstrak, yang harus dibuktikan 
adalah ketidaksesuaian hukum dengan prinsip bernegara 
disertai segala teori yang menunjangnya, sehingga hal ini 
cukup didalilkan oleh mereka yang mempunyai hak 
konstitusional yang mencerminkan kepentingan konstitusional 
masyarakat luas. 



Pokok persoalan yang didalilkan oleh DPD dan PBB adalah ketidaksesuaian Pasal 222 UU 

Pemilu dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 yang berisi tentang prinsip-prinsip dalam melaksanakan pemilu yaitu prinsip dan 

teori demokrasi serta sistem pemilu yang berkeadilan (electoral justice system). Jelas ini 

merupakan perkara abstrak, sehingga beban pemohon I (DPD) adalah menunjukkan 

kepentingan konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang melindungi 

kepentingan daerah. 
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Seharusnya MK semakin menyadari bahwa pada perkara 

abstrak, pertimbangan legal standing dapat fokus pada 

kepentingan konstitusional dan pengaruh dari perselisihan 

prinsip hukum dalam kehidupan bernegara, agar permohonan 

perkara abstrak tidak kandas terganjal legal standing. 

Noted: Dalam perkara abstrak, persoalan tidak murni 

pada pemohonnya, namun pada isi permohonannya. 

 

 



Mahkamah Konstitusi Cenderung 

Menjadi Mahkamah Konklusi 
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Dasar Pengujian Dan Alasan Permohonan 

MK mengakui bahwa dasar pengujian dan alasan 
permohonan yang digunakan Pemohon II (Partai 
Bulan Bintang) berbeda/belum pernah 
digunakan dalam permohonan pengujian Pasal 
222 UU 7/2017 yang telah diputus oleh MK 
sebelumnya.  
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Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor [3.13] Pada Putusan MK Nomor 

52/PUU-XX/2022, hlm. 69-70 



Isu Konstitusionalitas Sama? Alasan Tak Wajar? 

Konstitusionalitas yang diajukan pemohon pada 
dasarnya sama dengan putusan pada perkara 
sebelumnya, sehingga MK menolak permohonan a 
quo dengan pertimbangan mengutip pertimbangan 
hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, meliputi:  

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
XVI/2018 

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-
XVI/2018 
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Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor [3.14] Pada Putusan MK Nomor 

52/PUU-XX/2022, hlm. 71-72 



Kekuatan Yurisprudensi Pada Putusan MK 52/PUU-

XX/2022 
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MK mendasarkan pertimbangan hukum dalam menolak 
permohonan kepada 3 (tiga) Putusan MK sebelumnya 
untuk menjelaskan pendiriannya terhadap Pasal 222 
UU7/2017, tanpa mempertimbangkan lebih mendalam apa 
yang menjadi pokok permohonan pemohon sebenarnya. 

Dalam hal ini, MK luput bahwa pada common law system saja, 
kekuatan yurisprudensi putusan hakim sebelumnya, dapat 
dikesampingkan, saat hakim menemukan faktor-faktor pembeda 
yang nyata “real differentiating factor”, terhadap perkara yang 
sedang diperiksanya. 

Apalagi, dalam civil law system, kekuatan yurisprudensi putusan 
hakim sebelumnya tidak menjadi kewajiban MUTLAK untuk diikuti 
pada setiap perkara yang diperiksa. Melainkan hanya kepada 
perkara yang memang dinilai perlu dan harus mengutip putusan 
hakim sebelumnya. 

 

 



Open Legal Policy Sebagai Jurus 

Pamungkas MK 

MK menyatakan kembali berkenaan dengan 

besar atau kecilnya persentase Presidential 

Threshold merupakan kebijakan terbuka (open 

legal policy) dalam ranah pembentuk undang-

undang.  
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Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor [3.17] Pada Putusan MK Nomor 

52/PUU-XX/2022, hlm. 74 



Pasal 6A ayat (5) UUD memang 

memberikan open legal policy, namun 

perlu dipahami bahwa open legal 

policy yang dimaksud di dalam Pasal 6A 

ayat (5) clear ditujukan untuk teknis 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, bukan untuk persentase 

Presidential Threshold 
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Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 
 

“Tata cara pelaksanaan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam 

undang-undang.” 
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Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 

6A ayat (3) UUD 1945 seharusnya 

menjelaskan bahwa aturan terkait 

presidential threshold merupakan closed 

legal policy. 

 

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah 

mengunci bahwa wilayah yang menjadi 

open legal policy dalam Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden terbatas pada teknis 

pelaksanaan saja. 
integrity@integritylawfirm.id 
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Presidential Threshold  

dalam Pasal 6A UUD 1945  

merupakan closed legal policy 



Sebelumnya, MK sudah memberi batasan terkait  

open legal policy melalui beberapa Putusan: 

a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara 

sewenang-wenang dan di luar kewenangan  

     (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013); 
 

b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945  

     (Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014); 
 

c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar 

moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang 

intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009). 
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Kalaupun dianggap open legal policy, 

Pasal 222 UU 7/2017 justru telah 

melanggar seluruh batasan 

open legal policy yang 

dirumuskan di dalam Putusan MK.  
 

Oleh karena itu, Pasal 222 secara 

faktual dan potensial melanggar hak 

konstitusional warga negara 
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INTEGRITY Programs 

• INTEGRITY Scholarship 

• INTEGRITY Constitutional 
Discussion 

• INTEGRITY Legal Training 

• INTEGRITY Legal Update 

• INTEGRITY Constitutional 
Advocacy 

 

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/  
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